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ABSTRAK 
 

ANALISIS PENGAWASAN MELEKAT DI KANTOR KECAMATAN 
CISARUA KABUPATEN SUMEDANG 

 
Disusun oleh : 

NAMA                        : DEDE YUNUS 
NPM                           : E.135222754 
PROGRAM STUDI  : Ilmu Administrasi Negara 

177 Halaman, 5 Bab, 68 Tabel, 5 Daftar Gambar, 10 Lampiran 
Daftar Pustaka : 30 Buku, dan 3 Dokumen. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan 

pengawasan melekat di Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang 
meliputi : observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan triangulasi. Penentuan 
sampel/informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive 
sampling. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan mengacu kepada teknis 
analisis model miles dan Huberman yaitu : data reduction (reduksi data), data 
display (penyajian data), dan conclusion drawing/verification (kesimpulan). 

Implementasi  fungsi  pengawasan  melekat  di Kantor  Kecamatan  Cisarua 
Kabuaten  Sumedang  masih  belum optimal.  Hal  ini dikarenakan  masih  belum 
memperhatikan ciri-ciri pengawasan melekat yang efektif, terutama pada dimensi : 
pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan, 
obyektivitas dalam melakukan pengawasan, pengawasan mencari apa yang tidak 
beres, dan pengawasan harus bersifat  membimbing. Hambatan-hambatan yang 
ditemui dalam pelaksanaan pengawasan melekat di Kecamatan Cisarua, meliputi : 
(1) belum terdapat penetapan prestasi kerja; (2) melemahnya pengawasan oleh 
atasan langsung; (3) melemahnya sistem pengendalian manajemen. Berdasarkan 
hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian, yaitu 
: “Pengawasan melekat terhadap pegawai akan tercapai secara optimal apabila 
dilakukan dengan memperhatikan ciri-ciri pengawasan melekat yang efektif”. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

A.     Latar Belakang Penelitian 
 

Otonomi  daerah  dimaksudkan  untuk  mempercepat  terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat  melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran 

serta  masyarakat  dan  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan 

prinsip  demokratis,  pemerataan,  keadilan  dan  kekhasan  setiap  daerah  dalam 

rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 

Republik Indonesia 1945 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai suatu sistem proses 

manajemen pemerintahan daerah yang bertumpu pada akselerasi dan sinergitas 

berbagai struktur dan komponen pemerintah. Masyarakat harus menjadi pemetik 

manfaat  utama  dari adanya  pemerintahan,  dimana  kapasitas  pemerintah  harus 

menjamin keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Dengan kata lain 

makna pemerintahan adalah cara bagaimana agar institusi pemerintahan dalam 

berbagai  strata  memiliki  kemampuan  untuk  memberikan  pelayanan, 

pemberdayaan dan pembangunan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. 

Pemerintah sebagai wadah  yang  melayani masyarakat  haruslah  memiliki 

kedekatan terhadap masyarakat, baik itu melalui aspek fisik maupun aspek 

psikologis. Aspek fisik bahwa pemerintahan yang dimaksud haruslah memiliki 

tempat atau kantor yang mudah untuk dijangkau dan nyaman bagi masyarakat. 
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Dalam pengertian ini, bahwa kantor tersebut merupakan tempat yang baik bagi 

pelayanan terhadap masyarakat. 

Aspek psikologis   menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam hal 

pelayanan  pemerintah  terhadap  masyarakat.  Pemerintah  yang  mampu 

menjalankan   pelayanannya   dengan   tertib,   beretika   dan   nyaman   menjadi 

kualifikasi tersendiri bagi kepuasan masyarakat akan kebutuhan untuk dilayani. 

Perpaduan antara aspek fisik dan aspek psikologis yang sinergis merupakan 

kualitas yang patut dicapai oleh pemerintahan yang berorientasi melayani 

masyarakat. 

Salah  satu  bagian  dari  Pemerintahan  Daerah  yang  dekat  dan  bekerja 

melayani masyarakat yaitu kecamatan. Kecamatan dapat dikatakan sebagai ujung 

tombak   bagi  pembangunan  masyarakat,   bahkan  dalam  skala   nasional.   Ini 

sangatlah wajar karena kecamatan merupakan institusi pemerintahan yang paling 

tahu mengenai jenis / struktur masyarakat yang dilayaninya setelah desa / 

kelurahan.   Kecamatan   yang   ada   disuatu   wilayah  tertentu   menjadi  sejenis 

pemantau potensi masyarakat. 

Melalui peran ini kecamatan secara mendasar akan mengetahui potensi 

masyarakat yang merupakan wilayah kompleksitas yang dihadapi oleh Kecamatan 

Cisarua pada dasarnya menyentuh pada berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, 

mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, pemerintahan umum, hingga pada bidang 

ketentraman dan profesional. Tuntutan tersebut di nilai wajar berdasarkan pada 

asumsi bahwa fungsi kecamatan adalah melayani masyarakat dengan cepat dan 

tepat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya.
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Efektivitas  pelaksanaan  tugas  yang  merupakan  pelimpahan  wewenang 

bupati / walikota kepada camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah 

serta pelaksanaan tugas umum pemerintahan dalam lingkup kecamatan pada 

hakekatnya tidak terlepas dari pelaksanaan prinsip-prinsip manajemen modern, 

antara  lain  :  fungsi  perencanaan,  fungsi  pengorganisasian,  fungsi 

pengkoordinasian, fungsi pengawasan, dan fungsi-fungsi lainnya. Dimana 

pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi / manajemen tersebut perlu berjalan secara 

simultan, proposional dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. 

Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan fungsi yang 

sangat   penting   yang   harus   dilakukan   di   dalam   pengelolaan   organisasi 

pemerintahan sebab tanpa adanya pengawasan, maka rencana yang sebaik apapun 

tidak  akan terlaksana dengan  baik.  Pengawasan  dapat  diartikan sebagai suatu 

proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk 

menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan 

rencana yang telah ditentukan. 

Pengawasan melekat atau waskat sangat penting dilakukan agar pegawai 

melaksanakan semua pekerjaannya sesuai dengan yang telah direncanakan 

sebelumnya sehingga kegiatan organisasi menjadi lebih efisen dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang telah ditentukan. Hal ini senada dengan pendapat Sarwoto 

(1997) sebagai berikut  : “pengawasan adalah kegiatan manajer  yang 

mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.
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Pengawasan   melekat   atau   built   in   control   sebagai  salah   satu   jenis 

pengawasan di lingkungan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu kinerja 

di dalam lingkungan tugas masing-masing agar tujuan organisasi dapat tercapai 

secara efektif dan efisien. Salah satu instrumen yang ditonjolkan dalam 

pelaksanaan fungsi pengawasan melekat adalah efektivitas manajerial seseorang 

yang menduduki jabatan pimpinan, tanpa mempersoalkan tingkat dalam jajaran 

kepemimpinan. Tegasnya seorang pimpinan disamping sebagai perencana yang 

cekatan, organisator yang  handal, dan sebagai penggerak  yang tangguh, harus 

pula menjadi pengawas yang efektif. 

Berdasarkan hasil pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti di 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang ditemui adanya fenomena-fenomena 

masalah yang menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan melekat di 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang masih belum memenuhi ciri-ciri 

pengawasan melekat yang efektif. Hal ini dapat diketahui dengan adanya indikasi- 

indikasi sebagai berikut : 

1.    Ketidaktaatan pegawai terhadap ketentuan yang berlaku masih sering terjadi. 
 

Hal ini dapat dilihat pada saat jam kerja ada sebagian pegawai yang 

memanfaatkan waktunya untuk memenuhi kebutuhan pribadi seperti 

berbelanja kebutuhan rumah tangga. 

2. Penerapan  sangsi  terhadap  pegawai  yang  melakukan  pelanggaran  masih 

belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak diberikannya tindakan terhadap 

pegawai yang tidak menaati ketentuan.
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3. Pengawasan yang dilakukan pimpinan tidak merefleksikan sifat dari berbagai 

kegiatan yang diselenggarakan. Hal ini dapat dilihat pada tidak adanya 

informasi siapa yang melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang 

dilaksanakan. 

4. Pengawasan yang dilakukan tidak menunjukkan pengecualian pada titik-titik 

strategis tertentu. Hal ini dapat dilihat pada kurangnya kemampuan dari 

pimpinan untuk menentukan kegiatan apa yang perlu ditangani sendiri. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk 

melakukan  penelitian  secara  lebih  menndalam  mengenai  pengawasan  melekat 

yang di tuangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul “ANALISIS 

PENGAWASAN MELEKAT DI KANTOR KECAMATAN CISARUA 

KABUPATEN SUMEDANG”. 

B.     Fokus Permasalahan 
 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, peneliti memfokuskan 

permasalahannya sebagai berikut : 

1.    Bagaimana pelaksanaan pengawasan melekat di Kantor Kecamatan Cisarua 
 

Kabupaten Sumedang ? 
 

2. Faktor-faktor  apakah  yang  menghambat  dalam  pelaksanaan  pengawasan 

melekat di Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang ? 

3. Upaya-upaya   apakah   yang   dilakukan   untuk   mengatasi   faktor-faktor 

penghambat pelaksanaan pengawasat melekat di Kantor Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Sumedang ?
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C.     Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 

1.    Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan melekat  di Kantor 
 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. 
 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan 

melekat di Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. 

3. Untuk  mengatahui  upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  faktor- 

faktor penghambat pelaksanaan pengawasan melekat di Kantor Kecamatan 

Cisarua Kabupaten Sumedang. 

D.     Kegunaan Penelitian 
 

Hasil penelitian  ini diharapkan dapat  berguna  bagi berbagai pihak,  baik 

secara teritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan teoritis dan kegunaan 

praktis tersebut adalah sebagi berikut : 

1.    Kegunaan Teoritis 
 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan 

pemikiran atau bahan kajian mengenai penerapan fungsi pengawasan melekat 

dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  kegiatan  akademik  terutama  pada 

bidang penelitian yang sama untuk tahap penelitian selanjutnya. 

2.    Kegunaan Praktis 
 

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pemikiran  dalam  bentuk   referensi  ilmiah  untuk   kerangka   acuan   bagi 

penerapan   terutama   mengenai   pelaksanaan   fungsi-fungsi   pengawasan,
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khususnya di Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang dan umunya 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan.



 

 

 
 
 

BAB II TINJAUAN 

PUSTAKA 

 
1. Hakikat Administrasi Negara 

 
1.   Pengertian Administrasi 

 
Menurut Silalahi (2006: 2) secara etimologis istilah administrasi berasal dari 

bahasa Inggris dari kata administration yang bentuk infinitifnya to administer. 

Oxford Advanced Leaner’s Dictionary of current English (dalam Silalahi, 2016: 2- 

3), kata to administer diartikan sebagai to manage (mengelola) atau to direct 
 

(menggerakan). 
 
 

Munawardi (dalam Silalahi, 2016: 6) mengemukakan bahwa: 
 
 

Administrasi adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi 
dan sistematis serta penentuan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan 
memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan-hubungan timbal 
balik antara satu fakta dengan fakta lainnya. 

 
Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

administrasi dalam arti sempit adalah ketatausahaan dalam penyusunan dan 

pencatatan serta pengaturan yang rapi dan sistemmatis data, informasi dan fakta- 

fakta secara tertulis untuk menyediakan keterangan serta memudahkan 

memeperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungan satu data 

dengan lainnya. 

 
Selanjutnya administrasi dalam arti luas, banyak sarjana atau para ahli yang 

memberikan definisi atau pengertian administrasi tersebut. The Liang Gie yang 

dikutip Silalahi (2009: 8) mengemukaan bahwa: “Administrasi adalah segenap 
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rangkaian  kegiatan  penataan  terhadap  pekerjaan  pokok  yang  dilakukan  oleh 

sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu”. 

Senada dengan pendapat tersebut, Ordway Tead (dalam Silalahi, 2016: 10) 
 

mengemukakan sebagai berikut: 
 
 

Administration is conceived as the necessary activities of the these individuals 
(executives) in an organization who are charge with ordering, forwarding, 
and facilitating the associate efforts of group of individuals brought together 
to realize certain defiened pupose. 

 
(Administrasi  adalah  meliputi  kegiatan-kegiatan  individu-individu 
(eksekutif) dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan 
menyediakan fasilititas usaha kerjasam sekelomopok individu-individu untuk 
merealisasikan tujuan yang ditentukan). 

 
Dari beberapa pendapat  para ahli diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan 

bahwa administrasi dalam arti luas merupakan segenap rangkaian kegiatan kerja 

sama individu-individu daalam organisasi dalam penataan terhadap pekerjaan 

pokok yang dilakukan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditentukan. 

 
2.   Pengertian Administrasi Negara 

 
Administrasi negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap 

penyelenggaraan berbagai kegiatan dan administrasi negara sangat berhubungan 

dengan aparatur pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan rakyat 

melalui peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat sebagai 

pelanggan dan sebagai acuan untuk pembangunan penyusunan standar pelayanan. 

Administrasi negara dituntut untuk lebih efektif dan efisien dalam berbagai 

bidang aspek kehidupan serta harus menjadi penunjang terwujudnya Good 

Governance.
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Pengertian  administrasi  negara  dikemukakan  oleh  Anggara  (2006:159) 
 

bahwa: 
 

Administrasi negara adalah ilmu pengetahuan (cabang ilmu administrasi) 
yang secara khas melakukan studi (kajian) terhadap fungsi intern dan ekstern 
struktur-struktur  serta proses-proses  yang  terdapat  dibagian  yang  sangan 
penting dari sistem dan aparatur pemerintahan. 

 
Iskandar (2005:1) mengemukakan pendapatnya bahwa “Administrasi negara 

adalah salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan yang sesungguhnya sudah ada 

semenjak keberadaan sistem politik disuatu negara”. 

Pemahaman tentang Administrasi Negara menurut Waldo (dalam Iskandar, 
 

2005:18) mengemukakan bahwa: 
 

Administrasi Negara sebagai suatu organisasi dan manajemen manusia dalam 
pemerintahan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, 
administrasi negara merupakan suatu seni dan ilmu tentang manajemen yang 
dipergunakan untuk mengatur urusan-urusan negara. 

 
Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa administrasi 

negara merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah guna 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan untuk mengatur 

urusan-urusan negara. 

 
 
 

3.   Ruang Lingkup Administrasi Negara 
 

Ruang lingkup atau cakupan Administrasi Negara atas sudut pandang 

prosesnya meliputi organisasi dan manajemen di anggap sebagai ciri dari 

administrasi. Isi dan hakikat yang terkandung dalam administrasi mungkin bisa di 

mengerti tanpa membahas masalah-masalah organisasi dan manajemen. 

Pembahasan   mengenai  organisasi  akan   dan   bahkan   harus   ada   sedangkan
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manajemen sebaliknya, pembahasan mengenai manajemen dengan administrasi tak 

lepas dari pembahasan masalah organisasi. 

Menurut Waldo (dalam Iskandar, 2005:33) mengemukakan bahwa: 

“Administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan 

peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”. 

Cakupan atau ruang lingkup administrasi negara sangat kompleks tergantung 

dari perkembangan kebutuhan atau dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. 

Salah satu cara untuk melihat  dengan mengamati jenis-jenis lembaga-lembaga 

departemen dan non departemen yang ada. Lembaga Administtrasi Negara (LAN) 

RI (2003:10) mengemukakan bahwa ditinjau dari segi unsurnya yang pokok dalam 

kehadirannya sebagai disiplin dan sebagai ruang lingkup perhatian administrasi 

tersebut meliputi pokok-pokok sebagai berikut: 

1.    Tata nilai. 
2.    Organisasi dan manajemen pemerintah negara. 
3.    Manajemen pemerintahan negara. 
4.    Sumber daya aparatur negara. 
5.    Sistem dan proses kebijakan negara. 
6.    Posisi, kondisi dan peranj masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. 
7.    Hukum administrasi negara. 

 
Dengan demikian ruang lingkup kajian Administrasi Negara yaitu organisasi 

dan manajemen, yakni organisasi adalah administrasi dalam arti struktur sedangkan 

manajemen adalah administrasi dalam arti fungsi. 

 
4.   Organisasi 

 
Pada dasarnya setiap manusia memiliki keterbatasan dalam kemampuan, baik 

dari segi fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian. Sedangkan kebutuhannya tidak 

terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan, mengingat terbatasnya kemampuan
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dalam melakukan pekerjaan mendorong manusia untuk membagi pekerjaan, tugas 

dan tanggung jawab, maka terbentuklah kerjasama dan keterikatan formal dalam 

suatu organisasi. 

Menurut Robbins dan Coulter (dalam Priansa 2017:3) menyatahakan bahwa: 
 

Organisasi merupakan sebuah unit sosial yang dikoordinasikan secara sadar, 
terdiri dari dua orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif 
terus menerus guna mencapai satu aatu serangkaian tujuan bersama. 

 
Selain itu Siagian (2000:64) mengemukakan definisi organisasi adalah 

sebagai berikut: 

Setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama 
untuk mencapai sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu 
ikatan hierarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau 
sekelompok orang  yang  disebut  pimpinan dan  seorang  atau  sekelompok 
orang yang disebut bawahan. 

 
Menurut  Max Weber (dalam Silalahi, 2007 : 124) suatu organisasi atau 

kelompok kerjasama sebagai suatu tata hubungan sosial yang dihubungkan dan 

dibatasi oleh aturan-aturan mempunyai unsur-unsur propertis sebagai berikut: 

1. Organisasi  merupakan  tata  hubungan  sosial  :  dimana  individu  yang 
melakukan kerjasama melakukan proses interaksi dengan individu 
lainnya. 

2. Organisasi mempunyai  batasan-batasan tertentu dimana  individu  yang 
melakukan interaksi dengan individu lainnya tidak didasarkan atas 
kemauan  sendiri,  melainkan  berdasarkan  dan  dibatasi oleh  peraturan- 
peraturan yang telah disepakati. 

3. Organisasi merupakan suatu kumpulan tata aturan, yang bisamembedakan 
suatu organisasi dengan kumpulan-kumpulan masyarakat lain. Tata aturan 
ini menentukan proses interaksi diantara orang-orang yang melakukan 
kerjasama sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu saja. 

4. Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang 
menunjukan wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk 
menjalankan suatu fungsi tertentu. Hubungan yang berstruktur ini disebut 
hirarki dan konsekuensi dari hierarki ialah adanya kategori kelompok 
superior dengan kelompok subordinasi.
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Unsur-unsur (element) organisasi menurut Harris & Carson (dalam Silalahi, 
 

2007:127) adalah sebagai berikut : 
 

1. Objectives (tujuan-tujuan), yaitu arah atau sasaran yang hendak dicapai. 
Tujuan memberi petunjuk dalam memudahkan pelaksanaan kegiatan yang 
harus dilakukan atau dikerjakan. 

2. Spesialization   (spesialisasi),   yaitu   pembagian   atau   pengelompokan 
pekerjaan dalam berbagai bidang berdasarkan kepentingan, sehingga tiap 
anggota atau orang mengerjakannbidang pekerjaan yang sesuai dengan 
skill (keterampilan) yang dimiliki. 

3. Hierarchy (tingkat  atau jenjang),  yaitu berhubungan dengan tingkat  – 
tingkat wewenang yang membedakan antara peranan atasan dan bawahan. 

4. Authority  (autoritas  atau  wewenang)  yaitu  hak  yang  sah  (legal)  dan 
resmi(official) dimiliki seseorang dalam bertindak untuk memerintah, 
menggerakan atau memaksa oranglain untuk melaksanakan suatu 
pekerjaan. 

 
Maka berdasarkan pengertian organisasi menurut para ahli di atas, dapat 

disimpulkan bahwa organisasi merupakan berkumpulnya dua orang atau lebih yang 

memiliki tujuan yang sama, kemudian secara bersama-sama mencapai tujuan 

tersebut dengan membentuk suatu perkumpulan. 

5.   Manajemen 
 

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris “manage” yang memiliki arti 

mengelola atau mengurus, mengendalikan, mengusahakan dan juga memimpin. 

Manajemen merupakan sebuah proses dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan 

organisasi dengan  cara  bekerja  secara  bersama-sama  dengan  orang-orang  dan 

sumber daya yang dimiliki organisasi itu. 

Menurut Hasibuan (2012:1-2) mendefinisikan manajemen sebagai berikut: 

“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu”.
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Silalahi (2011:6) mengemukakan pengertian manajemen sebagai berikut: 
 

Manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, 
pengaturan sumberdaya, pengkomunikasian, pemimpinan, pemotivasian dan 
pengendalian pelaksanaan tugas-tugas dan penggunaan sumber-sumber untuk 
mencapai tujuan organisasional secara efektif dan secara efisien. 

 
Sementara Ranjabar (2014:24) mengemukakan pengertian administrasi 

sebagai berikut: “Manajemen berarti mengkoordinasikan usaha-usaha manusia 

sehingga tujuan individu diwujudkan dalam penghasilan sosial”. 

Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen yaitu kegiatan penggunaan 

sumberdaya yang terdapat di dalam organisasi guna mencapai tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. Suatu proses kegiatan dari seseorang pimpinan yang harus 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui kerjasama 

oranglain agar tujuan yang ditentukan lebih mudah terwujud. Dalam proses tersebut 

manajemen mempunyai sejumlah fungsi yang harus dilaksanakan. 

 
 
 

6.   Fungsi-Fungsi Manajemen 
 

Fungsi-fungsi manajemen tidaklah  bersifat  prinsipil tetapi hanya  bersifat 

situasional dan terminologis dalam sudut  pandang  yang  berbeda,  namun pada 

dasarnya merupakan penggabungan seluruh aktivitas organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Aktivitas tersebut meliputi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan tahap perencanaan, pengawasan melekat, 

monitoring, evaluasi dan lain sebagainya. 

Menurut Siagian dalam Silalahi (2003: 162) mengemukakan bahwa: 
 

Manajemen dititik  beratkan pada penggerakan  dalam rangka pencapaian 
tujuan, dengan kata lain pada tingkat proses administrasi, fungsi-fungsi lebih
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bersifat general dan berlaku bagi seluruh organisasi, sedangkan pada tingkat 
manajemen fungsi-fungsi itu lebih bersifat departemental atau sektoral. 

 
Menurut Siagian (2003: 165) membagi fungsi-fungsi manajemen sebagai 

berikut: 

1.    Planning (perencanaan) 
2.    Organizing (pengorganisasian) 
3.    Motivating (Motivasi) 
4.    Evaluating (evaluasi) 

 
Selain itu para ahli mengungkap pendapat berbeda mengenai sebagaimana 

yang dikutip oleh Siagian (2003: 84) yaitu: 

a. Fayol, merupakan ahli pertama yang menulis tentang teori administrasi 

dan manajemen berjudul   General and Industri Manajementerbitan 

tahun 1939, mengatakan bahwa fungsi administrasi dan manajemen itu 

adalah : 

1.    Planning (perencanaan) 
2.    Organizing (pengorganisasian) 
3.    Controlling (pengawasan) 
4.    Coordinating (pengkoordinasian) 
5.    Commanding (pemberian komando) 

 
b. Gullick, dalam karangan bukunya yang berjudul Papers on the Science 

of Administratration, mengatakan bahwa fungsi administrasi dan 

manajemen adalah : 

1.    Planning (perencanaan) 
2.    Organizing (pengorganisasian) 
3.    Staffing (pengadaan tenaga kerja) 
4.    Directing (pemberian bimbingan) 
5.    Coordinating (pengkoordinasian) 
6.    Reporting (pelaporan) 
7.    Controlling (pengawasan)
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c.    Terry  dalam  bukunya  yang  berjudul  Principles  of  Management 
 

mengatakan bahwa fungsi administrasi dan manejemen itu adalah : 
 

1.    Planning  (perencanaan) 
2.    Organizing (pengorganisasian) 
3.    Actuating (penggerakan) 
4.    Controlling (pengawasan) 

 
d. Jhon F. Mee mengemukakan bahwa fungsi-fungsi administrasi sebagai 

berikut : 

1.    Planning (perencanaan) 
2.    Organizing (pengorganisasian) 
3.    Motivating (motivasi) 
4.    Controlling (pengawasan) 

 
Dari semua fungsi manajemen tersebut di atas, terdapat keterkaitan antara 

satu dengan yang lainnya dan dilaksanakan secara sistematis, kesalahan yang di 

timbulkan dari pelaksanaan salah satu fungsi manajemen akan berpengaruh kepada 

tujuan daripada organisasi tersebut tidak bisa tercapai secara optimal. 

 
7.   Pengertian Kepemimpinan 

 
Dalam suatu organisasi, faktor kepemimpinan memegang peranan yang 

sangat penting karena pimpinan itulah yang akan menggerakkan dan mengarahkan 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Adapun beberapa pendapat para ahli sebagai 

berikut : 

Menurut Silalahi (2003: 184) yaitu: “Kepemimpinan sebagai aktivitas 

mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara individu maupun kelompok agar 

melakukan aktivitas dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi tertentu”. 

Selanjutnya menurut Howard Hoyt dalam Sumantri (2014:31) mengatakan 

bahwa: “Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja
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sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dengan kata lain kepemimpinan 

adalah seni mempengaruhi tingkah laku manusia”. 

Selain itu Suradinata dalam Sumantri (2014: 31) mengamukakan 

kepemimpinan sebagai berikut: “Kepemimpinan adalah kemampuan seorang 

pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau 

tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. 

Selanjutnya pengertian kepemimpinan menurut Terry dan Leslie (dalam 
 

Priansa 2017:150) menyatakan bahwa: 
 

Kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang 
supaya  diarahkan  mencapai  tujuan  organisasi.  Kepemimpinan  meliputi 
proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi 
perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk mempebaiki, 
kelompok dan budayanya. 

 
Jadi dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi arahan yang dilakukan 

oleh seorang pimpinan kepada bawahan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi 

agar tujuan daripada organisasi tersebut dapat tercapai seperti yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

 
8.   Pengambilan Keputusan 

 
Pengambilan keputusan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi 

individu maupun organisasi. Mengambil keputusan terkadang mudah tetapi lebih 

sering sulit sekali. Kemudahan atau kesulitan dalam mengambil keputusan 

tergantung dari banyaknya alternatif yang tersedia, kita akan semakin sulit dalam 

mengambil keputusan, keputusan yang diambil memiliki tingkat yang berbeda-
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beda,  dalam  pengambilan  keputusan  haruslah  berhati-hati  dan  bijak,  adapun 

beberapa pendapat para ahli mengenai pengambilan keputusan: 

Secara etimologis kata decide berasal dari Latin prefix ”de” yang berarti 

“off”dan kata caedo yang berarti “to cut”. Ini berarti proses kognitif “cuts off” 

sebagai tindakan memilih dari antara beberapa alternatif yang mungkin. 

Pengertian Pengambilan Keputusan menurut Redford dalam Ulbert (2003: 
 

206) yaitu: 
 

Pengambilan keputusan ialah perumusan beraneka alternatif tindakan dalam 
menggarap situasi yang dihadapi serta penetapan pilihan yang tepat antara 
beberapa alternatif yang tersedia, setelah diadakannya pengevaluasian 
mengenai ke efektifan masing-masing untuk mencapai sasaran para 
pengambil keputusan. 

 
Lalu menurut Siagian dalam Ulbert (2003: 207) mengemukakan Pengambilan 

 
Keputusan yaitu : 

 
Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap 
masalah yang dihadapi yang menyangkut pengetahuan tentang hakikat dari 
masalah  yang  dihadapi,  pengumpulan  fakta-fakta  dan  data yang  relevan 
dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan mempergunakan 
fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif 
sehingga diketemukan alternatif yang paling rasional dan penilaian hasil yang 
dicapai sebagai akibat dari pada keputusan yang diambil. 

 
Sedangkan menurut Terry dalam Ulbert (2003: 206) yaitu : 

 
Decision making is the selection based on some criteria of one behavior 
alternative from to or more possible alternative. Artinya pengambilan 
keputusan adalah pemilihan berdasarkan beberapa alternatif kebiasaan dari 
dua atau lebih alternatif yang memungkinkan. 

 
Dari beberapa pendapat para ahli di atas mengenai pengambilan keputusan 

dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang pimpinan dalam usaha untuk memecahkan suatu masalah
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dan mencari solusi dari suatu masalah tersebut yang diharapi dengan merumuskan 

dan menetapkannya dari berbagai alternatif. 

 
B. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

 
 

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan bagian dari 

manajemen  keorganisasian  yang  memfokuskan  dari pada  unsur  Sumber  Daya 

Manusia, dimana tugas dari Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

mengelola unsur manusia secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan 

pekerjaanya, adapun beberapa pendapat menurut para ahli dibawah ini : 

Pengertian   Manajemen   Sumber   Daya   Manusia   itu   sendiri   menurut 
 

Mangkumanegara (2000: 2) adalah sebagai berikut : 
 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap 
pengadaan, pembangunan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, 
pemeliharaan dan pemisah tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi 

 
Selain itu menurut Hasibuan (2006: 10) mengemukakan bahwa: “MSDM 

yaitu Ilmu dan seni mengatur hubungan dan peran tenaga yang efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan organisasi, karyawan dan masyarakat”. 

Pendapat lain menurut Amstrong dalam Fhatoni (2006: 10) yang dimaksud 

dengan Manajemen Sumber Daya Manusia yaitu: “Proses pengendalian 

berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia”. 

Selain itu Sedarmayanti (2007: 13) mengemukakan bahwa: 
 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah kebijakan dan praktik menentukan 
aspek “manusia” atrau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, 
termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan pelatihan.
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Selanjutnya pengertian MSDM menurut Suharto (2009: 87) bahwa: “MSDM 

adalah bidang urusan yang berkaitan dengan “manusia” yang berdampingan dengan 

lingkungan kerjanya, apakah itu di perusahaan, pemrintahan, swasta,   maupun 

organisasi sosial”. 

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut dapat di simpulkan bahwa 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan gerakan pengakuan terhadap 

pentingnya manusia sebagai sumberdaya yang cukup potensial dalam pelaksanaan 

manajemen yang perlu dikembangkan sedemikian rupa dan dapat memberikan 

kontribusi yang optimal bagi organisasi, bagi dirinya sendiri dan masyarakat. 

 
 
 

C. Pengawasan 
 

1.   Pengertian Pengawasan 
 

Dalam suatu organisasi baik swasta maupun pemerintah pasti mempunyai 

tujuan yang hendak dicapai. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, organisasi 

tersebut akan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Sebagai contoh, 

dalam suatu perusahaan pastilah memerlukan komponen-komponen yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Antara lain manusia, bahan material, modal dan 

teknologi. Komponen-komponen tersebut saling mendukung dalam usaha 

pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.  Dalam pelaksanaan  kegiatan  untuk 

mencapai tujuan sering ditemukan permasalahan yang akan menghambat 

pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk menjamin suatu pekerjaan tetap sesuai 

dengan rencana dan tidak melenceng atau menyimpang dari tujuannya diperlukan 

suatu kegiatan yang disebut dengan pengawasan. 

Seperti   yang    diungkapkan   oleh   M   Manullang    (2005:173)    yang
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mendefinisikan pengawasan sebagai berikut : “Pengawasan sebagai suatu proses 

untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila 

perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan 

rencana semula”. 

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan tahapan-tahapan pada fungsi 

manajemen memiliki keterkaitan satu sama lain. Keterpaduan fungsi-fungsi 

tersebut, memerlukan adanya koordinasi dari fungsi-fungsi tersebut dan tuntunan 

profesi atas kualitas hasil pengawasan menghendaki juga adanya sistem dan 

program pengadilan mutu dari proses pelaksanaan tugas pengawasan. Keterkaitan 

fungsi-fungsi manajemen dapat digambarkan sebagai berikut (Pusdiklatwas BPKB, 

2007 : 3) : 
 
 

Lingkup Pengawasan 
 
 
 
 
 

Perencanaan          Pengorganisasian              Pelaksanaan                  Pengawasan 
 
 
 
 

Koordinasi Pengawasan dan Jaminan Kualitas 
 
 

Gambar 2.1 
Keterkaitan fungsi-fungsi manajemen 

 
 
 

Pengawasan itu sendiri didefinisikan oleh Sujamto (1987: 53) dalam bukunya 

Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia yang mengemukaan sebagai: “Segala usaha 

atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang
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pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau 
 

tidak”. 
 

Senada dengan pendapat diatas H. Bohari (1992: 4) mendefinisikan 

pengawasan sebagai : “Suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah 

dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. 

Kedua pendapat tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan Sondang P. Siagian 

(2005: 135), yang menyatakan bahwa pengawsan adalah : “Proses pengamatan dari 

pada pelaksanaan seluruh organisasi utnuk menjamin agar semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan secara 

singkat inti dari definisi pengawasan merupakan usaha untuk menjamin agar 

pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dan disepakati bersama. 

 
 
 

2.   Jenis-Jenis Pengawasan 
 

a. Pengawasan Menurut Subyek 
 

Dilihat dari subyeknya, Dharma (1999: 11), membedakan pengawasan 

menjadi 5 jenis, yaitu : 

1.   Pengawasan melekat atau sistem pengendalian manajemen. 
2.   Pengawasan aparat pemeriksa fungsional. 
3.   Pengawasan legislatif. 
4.   Pengawasan masyarakat. 
5.   Pengawasan lembaga swadaya masyarakat. 

 
Pengawasan melekat atau sistem pengendalian manajemen merupakan 

pengawasan yang berjalan secara otomatis yang terbentuk oleh sistem kerja dan
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apabila mendapatkan kesalahan, pelaksana/pimpinan satuan kerja langsung 

melakukan koreksi  bahkan berusaha mencegah terjadinya kesalahan. Pengawasan 

ini terjadi dengan adanya saling pengendalian atau saling melakukan pengawasan 

antar bagian dalam proses pelaksanaan karena diciptakannya “tanding procedure” 

salam mekanisme kerja. Pengawasan aparat pemeriksa fungsional adalah 

pengawasan yang dilakukan oleh aparat pemeriksa dalam institusi penawasan yang 

hasil pemeriksaannya berupa rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan atau 

perbaikan perencanaan. Aparat pemeriksa fungsional mempunyai norma 

pemeriksaan sendiri.  Pengawasan  legislatif dilakukan  oleh  Dewan  Perwakilan 

Rakyat biasanya dengan cara membandingkan hasil pelaksanaan dengan rencana, 

kebijaksanaan, peraturan, dan menyoroti pula cara pelaksanaan. Pengawasan 

masyarakat dilakukan oleh anggota masyarakat, biasanya menyoroti kerugian atau 

terganggunya kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, atau 

mesyarakatnya. 

Sedangkan pengawasan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan 

indikator tumbuhnya masyarakat madani, yang tumbuh dari, oleh, dan untuk 

masyarakat. Lembaga ini mempunyai kedudukan yang  makin kuat  dalam ikut 

mengatur kahidupan bermasyarakat sehingga menjadi lembaga yang mendominasi 

pengaturan kehidupan masyarakat. 

Pada dasarnya terdapat beberapa macam pengawasan yang dikemukakan oleh 

para ahli, ditinjau dari beberapa segi. Menurut Sujamto, dari subyeknya 

pengawasan terbagi atas pengawasan formal dan informal. Pengawasan formal 

(Sujamto)  adalah:  “Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  instansi/pejabat   yang
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berwenang (resmi), baik yang bersifat intern dan ekstern”. Contohnya ialah 

pengawasan oleh BPK atau Inspektorat  Jendral terhadap  instansi-instansi atau 

pejabat-pejabat atau proyek-proyek pemerintah. Sementara pengawasan informal 

menurut  Sujamto, ialah : “Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Baik 

langsung maupun tidak langsung”. 

b. Pengawasan Menurut Obyek 
 

Jenis  pengawasan  menurut  obyeknya  dibagi  menjadi  2  jenis,  yaitu  : 
 

pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Menurut Sujamto (1996: 
 

14) pengawasan langsung didefinisikan sebagai : 
 

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu 
organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan 
pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut. Sistem ini disebut 
juga built of control. 

 
Menurut Sujamto (1996: 14) mendefinisikan bahwa : “Pengawasan tidak 

langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa 

mendatangani obyek yang diperiksa”. Lazimnya, aparat/pimpinan yang melakukan 

pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan mempelajari dan 

menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi. 

c. Pengawasan Menurut Sifat Dan Waktu 

Handayaningrat (1986: 145-146) mengatakan bahwa jenis pengawasan 

menurut sifat dan waktu dapat dibedakan menjadi : “Pengawasan preventif yaitu 

pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan, atau disebut pula 

sebagai pre-audit dalam sistem pemeriksaan angaran”. Misalnya dengan 

mengadakan pengawasan terhadap  persiapan-persiapan,  rencana kerja,  rencana 

anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain. Maksudnya adalah
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untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. 

Handayaningrat (1986: 145) mengatakan pengawasan ini dapat dilakukan dengan 

usaha-usaha sebagai berikut : 

a.   Menentukan  peraturan-peraturan   yang   berhubungan  dengan  sistem 
prosedur, hubungan, dan tata kerjanya. 

b.   Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah 
ditetapkan. 

c.   Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. 
d.  Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai, dan 

pembagian kerjanya. 
e.   Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan. 
f.   Menetapkan  sanksi-sanksi  terhadap  pejabat  yang  menyimpang  dari 

peraturan yang telah ditetapkan. 
 

Sedangkan pengawasan represif diartikan sebagai : “Pengawasan yang 

dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan” (Handayaningrat, 1986: 145). 

Maksudnya adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar 

hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan refpresif ini 

dapat menggunakan 4 sistem pengawasan, yaitu : “Komperatif, verifikatif, insektif, 

dan investigatif”. 

d. Pengawasan Menurut Ruang Lingkupnya 
 

Handayaningrat (1986: 144) mengatakan jenis pengawasan menurut ruang 

lingkupnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu : “Pengawasan internal artinya 

pengawasan yang dilakukan oleh Aparat/Unit Pengawasan yang terbentuk di dalam 

organisasi itu sendiri”. Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan 

Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang 

diperlukan oleh pimpinan organisasi. Data-data dan informasi ini dipergunakan 

oleh pimpinan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan 

pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam menilai kebijaksanaan
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pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu maninjau kembali 

kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan 

dapat pula melakkukan tindakan-tindakan perbaikan (korektif) terhadap 

pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. 

Sedangkan pengawasan dari luar (eksternal control) diartikan sebagai : 

“Pengawasan yang silakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi”. 

(Handayaningrat, 1986: 144) . Aparat/unit pengawasan merupakan aparat 

pengawasan yang bertindak atas nama atasan dari pimpinan organisasi itu atau 

bertindak atas nama pimpinan organisasi karena permintaannya. 

 
3.   Pengawasn Melekat 

 
Agar langkah-langkah manajemen pengawasan menjadi mudah, maka 

diperlukan sistem pengawasan. Pengawasan melekat yang biasanya disingkat 

waskat menurut Victor dan Jusuf (1998: 71) adalah sebagai berikut: 

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang otomatis timbul apada saat 
melakukan tindakan dalam melaksanakan tanggung jawab seorang 
pejabat/petugas di dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Pengawasan 
melekat diharapkan dapat mencegah terjadinya sesuati yang tidak diinginkan 
yang telah ditentukan dalam kerangka sistem pengendalian manajemen, 
sehingga daya kerjanya bersifat pencegahan atau pereventif. 

 
Sedangkan Amin dan Mufhan (2006: 25) menjelaskan bahwa: 

 
Pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan bersifat sebagai 
pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung terhadap 
bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan 
tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegaitan 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Sementara Bohari (1986: 77) mendefinisikan bahwa: 

 
Pengawasan melekat adalah berupa tindakan atau kegiatan atas usahan untuk 
mengawasi  dan  mengendalikan  anak  buah  secara  langsung,  yang  harus
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dilakukan sendiri oleh setiap pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga 
tindakan atau usaha inilah yang dianggap paling tepat untuk menanamkan 
pengawasan atasan langsung. 

 
Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud denganpengawasan melekat 

adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan secara 

efektifdan efisien oleh pimpinan unit atau atasan organisasikerja terhadap seluruh 

sumber kerja untuk mengetahui berbagai kekurangan, kelemahan, supaya dapat 

diperbaiki atau diusulkan untuk diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada 

jenjang yang lebih tinggi demi tercapainya tujuan yang sudah dirumuskan 

sebelumnya. 

2.3.4   Ciri-ciri Pengawasan Melekat 
 

Pelaksanaan pengawasan melekat yang efektif merupakan salah satu refleksi 

dari efektivitas manajerial seorang pemimpin. Siagian (2007: 130-135) 

mengemukakan pendapatnya  bahwa pengawasan  melekat  yang  dilakukan oleh 

seorang pemimpin akan berlangsung denga efektif apabila memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1. Pengawasan  harus  merefleksikan  sifat  dari  berbagai  kegaitan  yang 
diselenggarakan 
Yang  dimaksud  dengan  pengawasan  harus  merefleksikan  sifat  dari 
berbagai kegiatan yang diselenggarakan adalah bahwa teknik 
pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi 
tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang 
menjadi sasaran pengawasan. 

2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk  tentangkemungkinan 
adanya deviasi atau penyimpangan dari rencana 
Ciri ini mengandung pengertian bahwa pengawasan harus mampu 
mendeteksi deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum 
penyimpangan itu menjadi kenyataan. Usaha deteksi seperti ini harus 
dilakukan sedini mungkin dan informasi tentang hasil deteksi itu harus 
segera tiba ditangan manajer yang secara fungsional bertanggung  jawab 
agar ia dapat segera mengambil tindakan pencegahannya.
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3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis 
tertentu. 
Ciri ini  mengandung  pengertian bahwa  manajer  yang  efektif adalah 
manajer yang hanya terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan 
tertentu apabila memang keadaan dan sifat tugas itu menuntut 
keterlibatannya secara langsung. Artinya, manajer yang efektif adalah 
seorang manajer yang mampu melihat dan menentukan kegiatan- 
kegiatan apa saja yang  langsung  harus ditanganinya sendiri. Hal ini 
berarti hanya melakukan kagiatan-kegiatan yang mempunyai nilai 
strategis bagi organisasi atau satuan-satuan kerja tertentu dalam 
organisasi. 

4.    Obyektivitas dalam melakukan pengawasan. 
Obyektivitas  dalam   melakukan  pengawasan  dimaksudkan  sebagai 
prasyarat bahwa dalam pengawasan harus dilakukan dengan lebih 
obyektif, dengan terlebih dahulu menetapkan standar prestasi kerja yang 
diharapkan dipenuhi oleh para pelaksana kegiatan operasional. Standar 
tersebut tidak hanya terlihat dalam prosedur dan mekanisme kerja akan 
tetapi juga  dalam rangkaian  kriteria  yangmengambarkan  persyaratan 
kualitatif dan kuantitatif dan sependapat mungkin dapat dinyatakan 
secara tertulis. 

5.    Keluwesan pengawasan. 
Fleksibelitas pengawasan berartu bahwa pengawasan harus tetap biasa 
berlangsung meskipun organisasi menghadapi perubahan karena 
timbulnya keadaan yang tudak diduga sebelumnya atau bahkan juga 
apabila terjadi kegagalan. 

6.    Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. 
Ciri ini mengandung pengertian bahwa dalam melakukan pengawasan 
harus memperhatikan pola dasar dan tipe organisasi tertentu yang 
ditetapkan dalam berbagai hal seperti ; pembagian tugas, pendelegasian 
wewenang, pola pertanggung  jawaban, jalur komunikasi, dan jaringan 
informasi. 

7.    Efisiensi pelaksanaa pengawasan. 
Salah satu teknik untuk efisiensi pelaksanaan pengawasan adalah dengan 
memberikan perhatian pada kegiatan-kegiatan yang  mempunyai nilai 
strategis bagi organisasi, dimana apabila terjadi penyimpangan dari 
rencana, damppaknya bagi organisasi akan bersifat negatif, yang pada 
gillirannya akan berpengaruh pada kemampuan organisasi mencapai 
tujuan dan sasaran. 

8.    Pemahaman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat. 
Manajer selaku pelaksana kegaitan pengawasan harus dapat melakukan 
teknik pengawasan bagaimana yang dibutuhkan dan alat bantu apa yang 
perlu dikuasai dan dimiliki. 

9.    Pengawasan mencari apa yang tidak beres. 
Ciri ini mengandung pengertian bahwa yang  menjadi sorotan utama 
adalah usaha untuk mencari dan menemukan apa yang tidak beres dalam 
organisasi, apalagi kalau terjadi penyimpangan dari rencana yang telah



29  

 

 
 
 
 
 
 

ditentukan sebelumnya. Artinya, pengawasan yang baik harus pula 
menemukan siapa yang salah dan faktor-faktor apa yang menyebabkan 
terjadinya kesalahan tersebut. 

10.  Pengawasan harus bersifat membimbing. 
Seorang  manajer  harus  berani  mengambil  tindakan  yang  dipandang 
paling tepat sehingga kesalahan yang dibuat oleh para bawahan tidak 
terulang kembali. Bahkan pengenaan sanksi berupa hukuman pun jika 
perlu harus dilakukan sesuai denga ketentuan-ketentuan yang berlaku. 
Hanya saja dalam pengenaan sanksi tersebut, tetap harus bersifa 
membimbing, mendidik, obyektif, dan rasional serta didasarkan pada 
kriteria yang dipahami dan diterima oleh orang-orang yang 
bersangkutan. 

 
Selanjutnya, Suradinata (1994: 196) mengemukakan pendapatnya mengenai 

ciri-ciri utama dalam pengawasan dan pemeriksaan, yaitu : 

1.  Dapat menjawab pertanyaan what, why,, when, where, who, dan how. 
2.  Rasional, fleksibel, kontinyu, pragmatis, dan ideal. 
3.  Memperhatikan  norma   yang   berlaku  dan  tidak  terlepas  dari  alat 

manajemen. 
4.  Pengawas menguasai struktur organisasi/unit kerja yang diperiksa. 
5.  Pengawas  dan  pemeriksa  menguasai  program  kerja  unit  kerja  yang 

diperiksa sesuai dengan rencana dan menguasai aturan-aturan 
yangberhubungan dengan materi yang diperiksa. 

6.  Profesional dalam memeriksa dan mempunyai daya imajinasi yang tinggi. 

Ciri-ciri utama dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana 

dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, dapat diuraikan sebagai ber ikut : 
 

1.    Dapat menjawab pertanyaan what, when, where, why, who, dan  how. 
 

Ciri tersebut mengandung pengertian bahwa proses pengawasan yang 

dilakukan oleh pimpinan organisasi harus dapat menjawab pertanyaan apa, 

kenapa, kapan, dimana, siapa, dan bagaimana. 

2.    Rasional, fleksibel, kontinyu, pragmatis, dan ideal. 
 

Hal ini mengandung pengertia bahwa proses pengawasan yang dilakukan harus 

rasional, mudah diterapkan, terus menerus, sesuai dengan kenyataan dan nilai- 

nilai ideal.
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3.    Memperhatikan norma yang berlaku dan tidak terlepas dari alat manajemen. 
 

Suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan harus memperhatikan 

ketentuan-ketentuan yang berlakku serta alat-alat manajemen, seperti ; 

manusia, uang, metode, material, mesin, dan pasar. 

4.    Pengawas menguasai struktur organisasi/unit kerja yang diperiksa. 
 

Pimpinan organisasi yang mempunyai wewenang secara langsung untuk 

melakukan pengawasan harus menguasai struktur organisasi yang akan 

diperiksa. 

5. Pengawas dan pemeriksa menguasai program kerja unit kerja yang diperiksa 

sesuai dengan rencana dan menguasai aturan-aturan yang berhubungan dengan 

materi yang diperiksa. 

Hal ini mengandung pengertian bahwa pimpinanorganisasi yang mempunyai 

wewenang secara langsung untuk melakukan pengawasan harus mengetahui 

dan menguasai program-program atau kegiatan-kegiatan yang menjadi 

wewenang dan tugas organisasi. 

6.    Profesional dalam memeriksa dan mempunyai daya imajinasi yang tinggi. 
 

Profesionalisme merupakan hal yang mutlak haarus dimiliki oleh pimpinan 

organisasi, hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan 

kekeliruan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan. 

Berdasarkan ciri-ciri pengawasan yang telah dikemukakan oleh para ahli 

tersebut, maka peningkatan pengawasan d lingkungan pemerintah bertolak dari 

motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas 

umum pemerintahan dan pembangunan. Dengan cara sedini mungkin mencegah



31  

 

 
 
 
 
 
 

terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam  merencanakan dan  menyelesaikan 

tugas-tugas di lingkungan organisasi/unit kerja masing-masing. 

2.3.5 Pengawasan Melekat Sebagai Salah Satu Bentuk Pengawasan 
 

Pengawasan melekat merupakan salah satu bentuk pengendalian aparat 

pemerintah disetiap instansi dan satuan organisasi dalam menigkatkan mutu kerja 

di lingkungan tugasnya masing-masing agar tujuan instansi/organisasi dapat tecapai 

secara efektif dan efisien. 

Fungsi pengawasan melekat menjadi sangat pengting, baik untuk 

menghindari maupun mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, 

penyelewengan atau kekeliruan dalam bekerja, maupun untuk mendapatkan 

masukan tentang kemungkinan pimpinan melakukan tindakan perbaikan sedini 

mungkin. 

Usaha untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan bila ditemukan 

kekeliruan atau penyimpangan dalam bekerja merupakan tanggung jawab pimpinan 

unit organisasi/unit kerja yangbersangkutan, meskipun pelaksanaannya harus 

dilakukan oleh para bawahannya. Oleh karena itu, maka fungsi pengawasan 

melekat menjadi sangat penting, baik untuk menghindari atau mencegah terjadinya 

penyalahgunaan wewenang, maupun untuk mendapatkan masukan tentang 

kemungkinan bagi pinpinan untuk melakukan tindakan perbaikan sedini mungkin. 

Pengawasan melekat sebagai salah satu bentuk tugas dan tanggung jawab 

setiap pimpinan yang harus menyelenggarakan manajemen yang efektif dan efisien 

di lingkungan organisasi/unit kerja masing-masing, baik di bbidang pemerintahan 

maupun swasta.
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Nawawi (Iskandar, 2005: 156) mengemukakan pendapatnya mengenai 

pengertian pengawasan  melekat yaitu : 

1.  Pengawasan melekat (waskat) adalah proses pemantauan, pemeriksaan, 
dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh 
pimpinan organisasi/unit kerja terhadap fungsi semua komponen untuk 
mewujudkan kerja di lingkungan masing-masing, agar secara terus 
menerus berfungsi secara maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok yang 
terarah pada pencapaian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

2.  Pengawasan melekat (waskat) adalah proses pemantauan, pemeriksaan, 
dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna oleh 
pimpinan organisasi/unit kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk 
mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan, agar 
dapat diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih 
tinggi, demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 

 
Nawawi (1994: 7) mengemukakan pendapatnya mengenai definisi 

pengawasan melekat sebagai berikut : 

Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan merupakan 
tugas da tanggung jawab setiap pimpinan yangharus menyelenggarakan 
manajemen yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi/unit kerja 
masing-masing, baik di bidang pemerintahan maupun swasta. 

 
Selanjutnya Sujamto (1995: 53), mengemukakan pengertian pengawasan 

melekat sebagai kegiatan atau tindakan atau usaha untuk mengawasi dan 

mengendalikan anak buah secara langsung, yang harus dilakukan sendiri oleh setiap 

pimpinan organisasi yang bagaimanapun juga. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa pengawasan melekat 

dapat diartikan sebagai proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang 

merupakan tugas dan tanggung jawab pimpinan yang dimaksudkan untuk 

mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh 

anak buah secara langsung, efektif da efisien di lingkungan organisasi/unit kerja
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masing-masing, baik di bidang pemerintahan maupun swasta demi tercapainya 

tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

 
4.   Pengawasan Sebagai Salah Satu Fungsi Administrasi/Manajemen 

 
Pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi/manajemen yang 

mempunyai kaitan langsung dengan seluruh proses administrasi dan manajemen. 

Pengawasan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dilaksanakan berdasarkan 

strategi dasar organisasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dirinci 

menjadi program dan rencana kerja. Fungsi pengawasan mencakup semua aktivitas 

yang dilakukan pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai 

dengan yang direncanakan. 

Kegiatan pengawasan terutama perlu ditujukan untuk melihat adanya 

penyimpangan-penyimpangan tujuan organisasi demi tercapainya tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi menajemen 

bermaksud  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan dan kegagalan  yang  terjadi 

setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan 

dan jika mungkin ditingkatkan. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki 

dengan menghindari penyebabnya, baik dalam menyusun perencanaan maupun 

dalam pelaksanaannya. 

Moekijat (1997: 58) mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian 

pengawasan,  yaitu  :  “Pengawasan berarti kemampuan untuk  menjuruskan dan 

memberikan motivasi serta untuk mengetahui apa yang sesungguhnya telah 

dilakukan dibandingkan dengan apa yang harus dilakukan”.
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Sedangkan Hasibuan (1994: 395) mengartikan pengawasan sebagai berikut : 

“Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang telah dilaksanakan, maksudnya 

mengevaluasi perestasi kerja  dan  apabila  perlu  menerapkan  tindakan-tindakan 

korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Siagian (2007: 125) mendefinisikan fungsi 

pengawasan sebagai berikut : 

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi 
guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai 
dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, 
pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh 
semua orang yangmenduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak 
hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kagiatan- 
kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional. 

 
Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahea 

pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan pleh semua 

orang yang menduduki jabatan manajerial dilakukan dalam rangka evaluasi atas 

kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan serta mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sesuai denga rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya. 

 
5.   Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan 

 
Inefektivitas pengawasan melekat lebih banyak ditimbulkan karena sebab- 

sebab yang bersifat intern dari dalam tubuh organisasi yang bersangkutan. 

Muchsan (dalam Murhaini 2014:78) mengungkapkan bahwa tidak bermanfaatnya 

pengawasan melekat dapat terjadi karena: 

A.  Melemahnya pengawasan oleh atasan langsung. Bahwa seorang pimpinan 
atau atasan merupakan tolok ukur dalam memperbaiki atau membenahi 
penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan. Perusahaan tidak dapat 
bergerak jika pimpinan mempunyai faktor- faktor yang menjadi 
penghambat. Hal ini dapat terjadi karena:
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a. Kelemahan  mental  pimpinan,   sehingga  tidak   mungkin   memiliki 
kepemimpinan yang tangguh yaitu Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing 
Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. 

b. Adanya budaya pakewuh yang mengakibatkan pimpinan tidak sampai 
hati  menegur  apabila  menjatuhkan  hukuman  terhadap  bawahannya 
yang melakukan kesalahan. 

B.  Melemahnya sistem pengendalian manajemen. Bila sistem ini lemah, tidak 
mampu menopang segala aspek kegiatan manajemen, tentu mempengaruhi 
kinerjanya. Hal ini dapat terjadi apabila: 
a. Mutu  atau  kualitas  pengendalian  manajemen  kurang  baik.  Pada 

dasarnya sistem merupakan pendukung yang dominan terhadap kinerja 
perusahan. Oleh karena itu, segala upaya dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas sistem. 

b. Kesungguhan  dan  kualitas  kerja  para  pegawai  kurang  baik,  akan 
mempegaruhi tujuan dari perusahaan. Misalnya banyaknya pegawai 
yang melakukan tindakan indisipliner, melakukan perbuatan yang 
melanggar peraturan. 

 
 
 

Sedangkan  menurut  Prayudi (dalam  Murhaini 2014:  5)  dalam  mencapai 

pelaksanaan pengawasan ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dari 

pengawasan. Termasuk dalam pengendalian atas sektor dari aktivitas yang 

diselenggarakan dengan manajemen yang telah ditentukan tersebut. Asas ini harus 

ditaati secara konsisten manakala pengawasan dijadikan dalam proses pelaksanaan 

aktivitas, 

Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
 

a.   Asas tercapainya tujuan. Dasarnya adalah bahwa semua aktivitas ditujukan 
ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk 
menghindari Penyimpangan atau deviasi perencanaan tentu saja ketika 
perencanaan tersebut dilaksanakan. 

b.   Asas efisiensi.  Dimaksud  dengan asas  ini  bahwa agar  dapat  dan sejauh 
mungkin pelaksanaan atas aktivitas di dihindarkan dari deviasi. Deviasi pasti 
muncul dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan masalah ikutan yang 
tidak perlu khususnya yang berasal dari luar dan datangnya tanpa diduga. 

c.   Asas   tanggung   jawab.   Maksud   dari   asas   ini   adalah   agar   dapat 
dilaksanakannya perencanaan dengan baik para pelaksana harus benar-benar 
memiliki tanggung jawab. Tidak semata didasarkan pada adanya pengawasan 
yang  membawa konsekuensi sanksi lebih dari itu adalah tanggungjawab 
internal terhadap proses pelaksanaannya.
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d.   Asas   pengawasan.   Maksud asas ini adalah ditujukan terhadap app masa 
depan aktivitas yang dilaksanakan. Tujuan dari asas ini tidak lain adalah 
untuk melakukan tindakan konkret guna mencegah terjadinya penyimpangan 
perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang 
akan datang. 

e.   Asas langsung. Maksudnya bahwa di dalam melaksanakan pengawasan itu 
senantiasa diorientasikan kepada pekerjaan yang mengandung aspek 
pengawasan secara menyeluruh. Artinya pelaksanaan pun mempunyai beban 
langsung untuk disamping melaksanakan juga melakukan pengawasan. 

f. Asas   refleksi   perencanaan.   Maksud   dari   asas   ini   bahwa   di   dalam 
melaksanakan aktivitas Terkandung makna militansi. Militansi itu tercermin 
dari karakter dan susunan perencanaan, yang memang dapat dilaksanakan 
baik secara aplikatif berdasarkan perencanaan maupun pelaksanaan atas 
pengawasan. 

g.   Asas   Penyesuaian  dengan  organisasi.   Maksudnya   bahwa   keseluruhan 
aktivitas mengandung satu sistem yang teratur dan terkendali tidak saja dalam 
pelaksanaan  aktivitas,  di dalam pengawasan  pun  harus  dilakukan  sesuai 
dengan struktur organisasi. Masing-masing bagian punya kewenangan yang 
saling terkait dan terkoordinasi. 

h.   Asas individual. Maksudnya bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan 
ditujukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana. Peran individu 
menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivitas dan pelaksanaan 
pengawasan. Masing-masing  individu harus  merasakan hal tersebut  yang 
merefleksikan dalam kinerjanya. 

i.    Asas   standar.   Maksudnya   bahwa   di  dalam   pengawasan   pengawasan 
mendasarinya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi. Ukuran akurasi 
dibutuhkan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai atas 
dasar pelaksanaan aktivitas dimaksud sehingga benar-benar terarah secara 
Standar. Artinya dapat dicapai berdasarkan rasionalitas yang standar. 

j. Asas pengawasan terhadap strategi. Bahwa di dalam pelaksanaan aktivitas 
akan muncul berbagai kemungkinan atas dasar kemungkinan yang muncul 
harus diantisipasi berdasarkan strategi yang jitu. Asas pengawasan terhadap 
strategi memberikan pemahaman untuk senantiasa memperhatikan secara 
detail faktor strategi yang dimaksud. 

k.   Asas   pengecualian.   Terkandung   maksud   bahwa   akan   muncul   faktor 
pengecualian. Dalam hubungan ini, pengawasan membutuhkan serangkaian 
perhatian yang terukur. Perhatian dimaksud itu ditujukan terhadap faktor 
pengecualian  yang  muncul  dalam  pelaksanaan  aktivitas  serta 
pengawasannya. Hal ini dibutuhkan ketika pelaksanaan dimaksud 
menghadapi perubahan kondisi dan situasi. 

l.    Asas   pengendalian   fleksibel.   Maksudnya   bahwa   pengawasan   harus 
senantiasa dilaksanakan sesuai ruang dan waktu. Oleh karena itu harus 
fleksibel khususnya manakala ada peristiwa atau kejadian yang tidak 
direncanakan sebelumnya terjadi. Fleksibilitas dibutuhkan untuk 
menghindarkan kegagalan di dalam pelaksanaan perencanaan dan 
pengawasan.
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m.  Asas peninjauan kembali. Maksudnya bahwa di dalam pelaksanaan bahwa 
pengawasan harus selalu ditinjau. Dievaluasi sedemikian rupa sehingga 
pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya senantiasa pada jalur yang 
sesuai dengan perencanaan awal. Hal ini akan menjadi terjamin tercapainya 
tujuan. 

n.   Asas tindakan. Maksudnya bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada 
ukuran konkret yang tercermin dari tindakan. Tindakan dalam pelaksanaan 
rencana dan pengawasan harus konkret. Tidak  saja  menjadi bagian dari 
pencapaian tujuan, namun juga untuk melkukan koreksi terhadap terjadinya 
penyimpangan dari rencana, organisasi dan juga pelaksanaannya. 

 
Pada dasarnya pengawasan itu bersifat menyeluruh dan dimensi yang luas. 

Untuk pelaksanaannya memerlukan konsistensi atas penerapan prinsip pengawasan 

itu sendiri. Prinsip yang secara konsisten harus dijalankan pada pelaksanaan, yang 

secara normatif tidak memberikan kesempatan untuk terjadinya penyimpangan. 

Penyimpangan sekecil apapun yang terjadi dan ditoleransi secara sadar akan 

menjadi   penghambat.   Menghambat   pelaksanaan   perencanaan   yang   telah 

digariskan. 

 
 
 

6.   Upaya untuk mengatasi faktor-faktor Penghambat Pengawasan 
 

Sujamto (1998:36) mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas 

pengawasan melekat maka harus meningkatkan efektivitas Pengawasan Atasan 

Langsung (PAL) dan Efektivitas Sistem Manajemen (SPM). Ada dua faktor yang 

perlu ditingkatkan yaitu: 

1. Faktor intern. 
Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan mutu pimpinan secara 
menyeluruh. Ini berarti pembinaan pegawai betul-betul dibenahi, antara lain 
dengan mewujudkan secara nyata yang dinamakan sistem karier dan sistem 
kerja. Kegiatan peningkatan mutu pimpinan juga diikuti peningkatan mutum 
pegawainya. Dalam hal peningkatan mutu pegawai dapat dilakukan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan, memperbaiki sistem kerja organisasi sesuai 
kebutuhan anggota organisasi serta perkembangan zaman yang dihadapi 
dalam usaha mencapai tujuan.



38  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Faktor ekstern. 
Pengawasan dalam bidang administrasi dan manajemen segala bidang perlu 
dilakukan agar proses pelaksanaan kegiatan mereka dapat dikontrol dan 
dapat diketahui penyimpangan yang terjadi, sehingga dapat dilakukan usaha 
perbaikan sedini mungkin. Misal, menata struktur organisasi dan tata kerja 
yang simpang siur. Usahakan setiap bawahan tahu mengenai tujuan yang 
akan dicapai organisasi dengan jalan penyuluhan. 

 
 
 

Dengan demikian disamping itikad untuk menerapkan pengawasan secara 

konsisten harus disertai dengan kesungguhan untuk menerapkannya. Hal ini berarti 

bahwa pengawasan mesti dilaksanakan secara objektif. Objektivitas menjadi kata 

kunci untuk keberhasilan pengawasan itu sendiri yang di saya menjadi Kunci 

keberhasilan pelaksanaan program yang telah dibuat. 

 
 
 

D. Kajian Penelitian Terdahulu 
 

Dalam pentusunan proposal penelitian ini peneliti terlebih dahulu 

menggunakan penelitian terdahulu yang berupa skripsi sesuai dengan judul yang 

peneliti ajukan, hal tersebut untuk mempermudah peneliti dalam menyusun dan 

mempertimbangkan penyusunan proposal. 

Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel 

seperti dibawah ini :



39  

 

 
 
 
 
 
 

Tabel 2.1 
Hasil Penelitian Terdahulu 

 
NAMA DAN 

TAHUN 
JUDUL HASIL 

Disusun oleh M. Sani 
(2004) 

Pengaruh Pengawasan 
Melekat terhadap 
Disiplin   Kerja 
Pegawai pada Badan 
Kepegawaian Daerah 
Kabupaten Sumedang 

Berdasarkan   hasil   penelitian 
menunjukkan bahwa disiplin 
kerja pegawai sangat 
dipengaruhi   sistem 
pengawasan yang dijalankan. 
Kemudian besarnya pengaruh 
pengawasan melekat terhadap 
disiplin kerja berdasarkan 
perhitungan rumus koefisien 
determinasi didapat presentase 
sebesar 64% sedangkan sisanya 
36% lagi dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain yang tidak 
termasuk dalam masalah 
penelitian. Dengan demikian 
pengawasan melekat 
berpengaruh positif terhadap 
disiplin kerja pegawai terbukti 
kebenarannya dan dapat 
diterima. 

Disusun oleh Ariyasa 
(2009) 

Pengaruh Pengawasan 
dan disiplin pegawai 
terhadap efektivitas 
kinerja pegawai di 
Inspektorat Kabupaten 
Tabanan 

Hasil   studi   mengindikasikan 
bahwa pengawasan 
pimpinanberpengaruh positif 
terhadap efektivitas kerja 
pegawai, disiplin pegawai 
berpengaruh positif terhadap 
efektivitas pegawai, dan secara 
bersama-sama pengawasan 
pimpinan dan disiplin pegawai 
berpengaruh  signifikan 
terhadap efektivitas kerja 
pegawai. 

Disusun              oleh 
Ramdan Setra Irawan 
(2013) 

Pengawasan   Melekat 
di   Kelurahan   Regol 
Wetan        Kecamatan 

Hasilnya  bahwa  implementasi 
pengawasan       melekat       di 
Kelurahan      Regol      Wetan 
belumoptimal,         hal        ini 
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NAMA DAN 
TAHUN 

JUDUL HASIL 

 Sumedang       Selatan 
Kabupaten Sumedang 

dikarenakan     masih     belum 
memperhatikan             ciri-ciri 
pengawasa  melekat  yang 
efektif, terutama pada dimensi : 
pengawsan   harus 
merefleksikan sifat dari 
berbagai kegiatan yagn 
diselenggarakan, pengawasan 
harus segera memberikan 
petunjuk tentang kemungkinan 
adanya deviasi dari rencana, 
obyektivitas dalam melakukan 
pengawasan, dan pengawasan 
harus bersifat membimbing. 
Hambatan-hambatan yang 
ditemui dalam implementasi 
fungsi pengawasan melekat di 
Kelurahan Regol Wetan, 
meliputi : (1) para pegawai 
umumnya belum mengetahui 
akan dilaksanakannya fungsi 
pengawasan melekat terhadap 
suatu  program  atau  kegiatan, 
(2) para pegawai pada 
umumnya tidak melakukan 
persiapan secara matang terkait 
dengan pelaksanaan pengawasa 
melekat,  (3)  tidak  ada 
ketegasan dari pimpinan akan 
adanya deviasi yang dilakukan 
oleh bawahan. 

 
 
 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis penelitian yaitu : “Pengawasan melekat terhadap pegawai akan tercapai 

sevara optimal apabila di implementasikan dengan memperhatikan ciri-ciri 

pengawasa melekat yang efektif”.
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E. Kerangka Pemikiran dan Pertanyaan Penelitian 
 

1. Kerangka Pemikiran 
 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, 

sehingga bebagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi 

manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. 

Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya 

suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang 

berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. 

Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan 

atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan 

pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen 

modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen 

lainnya. 

Pengawasan terbagi menjadi dua jenis yaitu pengawasan internal dan 

pengawasan eksternal. Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan 

didalam organisasi itu sendiri sedangkan pengawasan eksternal yaitu pengawasan 

yang dilakukan diluar organisasi tersebut. Pengawasan internal biasanya 

pengawasan yang dilakukan langsung oleh pimpinan terhadap bawahannya atau 

yang biasa dikenal dengan sebutan pengawasan melekat. 

Pengawasan melekat sebagai salah satu kegiatan pengawasan, merupakan 

tugas dan tanggungjawab setiap pimpinan untuk menyelenggarakan manajemen 

atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi atau unit kerja 

masing-masing, baik di bidang pemerintahan maupun swasta. Peningkatan fungsi
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pengawasan melekat  di lingkungan aparatur pemerintah bertolak  dari motivasi 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya 

kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di 

lingkungan organisasi atu unit kerja masing-masing. Pelaksanaan pengawasan 

melekat  yagn  demikian  tersebut  dapat  mengurangi dan  mencegah  secara  dini 

terjadinya berbagai kelemahan dan kekurangan aparatur pemerintah dalam 

melaksanakan tugas pokok masing-masing. 

Pelaksanaan pengawasan yang efektif merupakan salah satu refleksi dari 

efektivitas manajerial seorang pemimpin. Pengawasan yang dilakukan oleh seorang 

pemimpin akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki ciri-ciri sebgai berikut 
 

:  
 
 

1. 

 
 
 
Pengawasan  harus  merefleksikan  sifat  dari  berbagai  kegaitan  yang 

  
2. 

diselenggarakan. 
Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan 

  
3. 

adanya deviasi atau penyimpangan dari rencana. 
Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis 

  
4. 

tertentu. 
Obyektivitas dalam melakukan pengawasan. 

 5. Keluwesan pengawasan. 
 6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi. 
 7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan. 
 8. Pemahaman sistem pangawasan oleh semua pihak yang terlibat. 
 9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres. 

10. Pengawsan harus bersifat  membimbing. 
(Siagian, 2007: 130-135)
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Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan kerangka pemikiran seperti pada 
 

gambar dibawah ini : 
 
 
 

Pelaksanaan Program Kegiatan 
Di Kecamatan Cisarua Kab. 
Sumedang 

 
 
Pengawasan 

Pengawasan Eksternal 
 
 
 
Pengawasan Internal

 
 
 

Pengawasan Melekat 
 
 
 

Ciri Pengawasan 
Melekat yang efektif 

 
 
 

Feed Back / 
Umpan Balik 

Efektif atau tidaknya 
pelaksanaan program 
kegiatan

 
 
 

Gambar 2.2 
Bagan Kerangka Berfikir
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2.   Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian 
 

Pertanyaan penelitian mengenai pembinaan pegawai disajikan dalam bentuk 

tabel seperti di bawah ini: 

Tabel 2.2 
Kisi-kisi Pertanyaan Penelitian 

 
 
 

VARIABEL 
(Pengawasan 

Melekat) 

 
DIMENSI 

 
INDIKATOR 

 
ITEM 

Ciri-ciri 
pengawasan 
melekat yang 
efektif. 
Sondang P. 
Siagian (2007: 
130-135) 

1.  Pengawasan 
harus 
merefleksikan 
sifat dari berbagai 
kegiatan yang 
diselenggarakan. 

a.  Adanya informasi 
mengenai siapa yang 
melakukan pengawasan. 

b.  Adanya informasi 
mengenai kegaitan apa 
yang menjadi sasaran 
pengawasan. 

1 
 
 
 

2 

2. Pengawasan 
harus segera 
memberikan 
petunjuk tentang 
kemungkinan 
adanya 
penyimpangan 
dari rencana. 

a.  Pengawasan harus mampu 
mendeteksi deviasi atau 
penyimpangan. 

b.  Usaha deteksi harus 
dilakukan sedini mungkin. 

c.  Hasil deteksi harus segera 
disampaikan kepada 
pimpinan yang berwenang 
mengambil tindakan 
pencegahan. 

3 
 
 
 
 

4 
 
 
 

5 

3. Pengawasan 
harus 
menunjukkan 
pengecualian 
pada titik-titik 
strategis tertentu. 

a.  Adanya kemampuan dari 
pimpinan untuk 
menentukan kegiatan 
yang perlu ditangani 
sendiri. 

b.  Adanya kemampuan dari 
pimpinan untuk 
mendelegasikan sebagian 
kegiatan kepada 
bawahannya. 

6 
 

 
 
 
 
 

7 

4. Obyektivitas 
dalam melakukan 
pengawasan. 

a.  Adanya penetapan standar 
prestasi kerja. 

8 
 

9 
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VARIABEL 
(Pengawasan 

Melekat) 

 
DIMENSI 

 
INDIKATOR 

 
ITEM 

  b.  Adanya penetapan kriteria 
persyaratan kualitatif dan 
kuantitatif. 

 

5. Keluwesan 
pengawasan. 

a.  Pengawasanharus tetap 
berlangsung dalam 
berbagai situasi. 

b. Harus segera ada 
pelaporan terhadap 
berbagai perubahan yang 
terjadi. 

10 
 
 
 

11 

6.  Pengawasan 
harus 
memperhitungka 
n pola dasar 
organisasi. 

a. Adanya perhatian 
terhadap pola dasar 
organisasi. 

b. Adanya perhatian 
terhadap tipe organisasi. 

12 
 
 
 

13 

7. Efisiensi 
pelaksanaan 
pengawasan. 

a.  Adanya perhatian 
terhadap kegiatan- 
kegiatan yang mempunyai 
nilai strategis. 

b.  Adanya kesesuaian 
terhadap kebutuhan 
organisasi. 

14 
 

 
 
 
 
 

15 

8. Pemahaman 
sistem 
pengawasan oleh 
semua pihak yang 
terlibat. 

a.  Menentukan teknik 
pengawasan yang 
diperlukan. 

b.  Menentukan alat bantu 
yang perlu dikuasai dan 
dimiliki. 

16 
 
 
 

17 

9.  Pengawasan 
mencari apa yang 
tidak beres. 

a.  Menentukan siapa yang 
melakukan kesalahan. 

b.  Menentukan faktor-faktor 
penyebab kesalahan. 

18 
 

19 

10.  Pengawasan 
harus bersifat 
membimbing 

a.  Adanya tindakan terhadap 
kesalahan yang dilakukan 
oleh bawahan. 

b.  Adanya pengenaan sanksi 
sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

20 
 
 
 

21 
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VARIABEL 
(Pengawasan 

Melekat) 

 
DIMENSI 

 
INDIKATOR 

 
ITEM 

Faktor 
penghambat 
pengawasan 
melekat 
Muchsan 
(dalam 
Murhaini 2014) 

1.   Melemahnya 
pengawasan 
oleh atasan 
langsung 

a.   Kelemahan mental 
pimpinan, sehingga 
tidak memiliki 
kepemimpinan yang 
tangguh yaitu Ing 
Ngarso Sung Tulodho, 
Ing Madyo Mangun 
Karso, Tut Wuri 
Handayani. 

22 

b.   Adanya budaya 
pakewuh yang 
mengakibatkan 
pimpinan tidak sampai 
hati menegur apabila 
menjatuhkan hukuman 
terhadap bawahannya 
yang melakukan 
kesalahan. 

23 

2.   Melemahnya 
sistem 
pengendalian 
manajemen 

a.   Mutu atau kualitas 
pengendalian manajemen 
kurang baik 

24 

b.   Kesungguhan dan 
kualitas kerja para 
pegawai kurang baik 

25 

Upaya untuk 
mengatasi 
faktor 
penghambat 
Sujamto 
(dalam 
Murhaini 2014) 

1.   Faktor internal a.   Melaksanakan kegiatan 
pendidikan dan pelatihan 

26 

b.  Memperbaiki sistem kerja 
organisasi sesuai 
perkembangan zaman 

28 

2.   Faktor eksternal a.   Menata struktur 
organisasi dan tata kerja 

29 

b.   Setiap bawahan harus 
mengetahui mengenai 
tujuan yang akan dicapai 
organisasi 

30 
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BAB III 
 

METODELOGI PENELITIAN 
 

A.     Desain Penelitian 
 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti menentukan metode 

penelitian, teknik pengumpulan data, dan prosedur pengolahan data yang akan 

digunakan. Seperti dengan apa yang dikemukakan oleh Arikunto (2016:62) bahwa: 

“Metodelogi penelitian merupakan bagian pokok dalam program penelitian.” 

Selain itu adapun penjelasan mengenai metode penelitian menurut Sugiyono 
 

(2017:2) mengemukakan pendapat sebagai berikut: 
 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat kata 

kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara 

ilmiah diartikan sebagai kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang didapatkan dari 

penelitan  merupakan data  yang  valid,  yaitu  memiliki tingkat  ketepatan antara 

keadaan objek yang sesungguhnya dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. 

Setiap peneliti mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu, secara umum tujuan 

penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian dan 

pengembangan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian  kualitatif.  Menurut  Sugiyono  (2017:9),  metode  penelitian  kualitatif 

adalah: 
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Metode penelitian kualitatif adalah  metode penelitian  yang  berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. 

 
 
 

Adapun metode penelitian kualitatif menurut Moleong (2012:4) memiliki 

sejumlah karakteristik tertentu yaitu mengenai ciri-ciri penelitian kualitatif antara 

lain sebagai berikut: 

1.   Latar Alamiah 
 

2.   Manusia sebagai alat (instrumen) 
 

3.   Metode kualitatif 
 

4.   Analisis data secara induktif 
 

5.   Teori dari dasar (grounded theory) 
 

6.   Deskriptif 
 

7.   Lebih mementingkan proses daripada hasil 
 

8.   Adanya batas yang ditentukan oleh fokus 
 

9.   Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data 
 

10. Desain yang bersifat sementara 
 

11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama
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Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2012:4) 

mengemukakan bahwa : “Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupakata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati” 

Oleh karena itu dari beberapa penjalasan diatas maka dapat disimpulkan 

melalui penelitian ini, peneliti ingin memberikan gambaran mengenai Pelaksanaan 

Pengawasan Melekat di Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang, 

sehingga peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif. Tujuan dari penelitian 

deskriptif adalah menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting sosial dan 

hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian. 

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif, peneliti 

menginginkan untuk dapat memberikan gambaran secara rinci mengenai 

pelaksanaan pengawasan melekat yang dijalankan, hambatannya, hingga upaya- 

upaya  untuk  mengatasi hambatan  dalam  Pelaksanaan  Pengawasan  Melekat  di 

Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

Peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan 

studi lapangan  yang  mencakup  observasi,  wawancara,  dan studi dokumentasi. 

Setelah data berhasil dikumpulkan, peneliti akan melakukan pengolahan data. 

Dengan demikian, penggunaan metode kualitatif dalam suatu penelitian dapat 

diperoleh data yang lebih tuntas, serta  memiliki kredibilitas yang tinggi sehingga 

tujuan penelitian dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat digambarkan 

Desain Penelitian di bawah ini yaitu sebagai berikut:
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Mengidentifikasi Fokus 
Permasalahan 

 
 

Membuat Tinjauan Pustaka 
 
 
 

Mengonsep Kisi-Kisi 
Pertanyaan Penelitian 

 
 

Membuat Instrumen 
 
 

Pedoman Wawancara Pedoman Observasi Pedoman
 
 

Pengumpulan Data 
 
 
 

Pengolahan Data 
 
 
 

Hasil Penelitian 
 

Gambar 3.1 
 

Desain Penelitian 
 

B.     Penentuan Sasaran dan Informan Penelitian 
 

1.  Penentuan Sasaran Penelitian 
 

Sasaran dalam penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pengawasan 

melekat  di Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang, karena dalam suatu 

organisasi, baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah salah satu faktor 

yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan oleh suatu organisasi adalah 

pembinaan kepada pegawainya.
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Sebuah instansi pada hakekatnya adalah sebuah kelompok manusia yang 

saling bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa tercapainya organisasi 

tidak dapat dilepaskan dari aktivitas orang-orang yang menjadi anggotanya. Mereka 

dapat bekerja dengan baik jika dilandasi dengan pembinaan yang baik antara satu 

sama lain. 

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, namun  oleh 

Spradley   yang dikutip Sugiyono (2013:215) dinamakan “social situation” atau 

situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu : tempat (place), pelaku (actors), 

dan aktivitas (activity)  yang  berinteraksi secara  sinergis.  Objek  dan  informasi 

penelitian kualitatif menjelaskan objek penelitian yang menjadi fokus dan lokus 

penelitian ini adalah pegawai Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. 

Social situation dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang sebanyak 21 orang. 

Untuk menetukan informan kunci, peneliti menentukan kriteria sebagai 

berikut : 

1.   Camat Kantor Kecamatan Cisarua Sumedang 
 

2.   Mengetahui secara detail tentang segala kondisi yang ada di Kantor 
 

Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang 
 

3.   Memiliki  banyak  informasi  yang  berguna,  berkaitan  dengan  tujuan 

penelitian 

4.   Bersedia menjadi informan
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Berdasarkan pada referensi dari informan kunci, penulis berlanjut pada 

informan lain. Informan kedua adalah kepala bidang di Kantor Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Sumedang. Dari informan kedua ini sudah mulai terdapat gambaran 

yang cukup untuk menjawab masalah penelitian, kemudian pada informan ketiga 

bisa dipastikan telah terjadi pengulangan informasi. 

 
 
 

2.   Penentuan Informan 
 

Informan penelitian adalah orang-orang yang memberikan berbagai informasi 

yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini disebut juga 

dengan informan kunci (key informan). Informasi kunci adalah mereka yang 

mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang di perlukan dalam 

penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang 

sedang diteliti. 

Sedangkan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling dengan 

metode snowball sampling,yaitu pengambilan sampel berdasarkan kebutuhan, 

sedangkan snowball sampling adalah teknik pengambilan yang dilakukan apabila 

peneliti merasa kurang.
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Tabel 3.1 
 

Penentuan informan Kantor Kecamatan Cisarua 
 

Kabupaten Sumedang 
 

No Jabatan Jumlah 
1. Camat 1 
2. Sekretaris Kecamatan 1 
3. Kasi Sosial 1 
4. Kasubag Umum, Kepegawaian & 

Asset 
1 

5. Kasubag Program & Keuangan 1 
6. Pelaksana 1 

 JUMLAH 6 
 
 
 

Pegawai yang dijadikan sampel informan penelitian dikarenakan berdasarkan 

pertimbangan peneliti bahwa sampel informan peneliti yang bersangkutan tersebut 

dianggap mampu, berkompeten dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pengawasan melekat di Kantor Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang. 

3.     Teknik Pengumpulan Data 
 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian untuk menyusun skripsi ini adalah 

data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

responden, yang dituangkan dalam pernyataan testruktur. Sedangkan data sekunder 

yaitu data yang diperoleh secara tidak  langsung  dari dokumen-dokumen yang 

menunjang  pembahasan  hasil dari penelitian  ini  dengan cara melakukan studi 

kepustakaan, dan studi lapangan.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 
 

Suatu upaya untuk memperoleh keterangna ilmiah dari sumber-sumber 

tertulis yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, seperti buku-buku referensi, 

karya  ilmiah,  dokumen-dokumen,  dan  literatur  lainnya  yang  berkaitan dengan 

fungsi pengawasan melekat terhadap pegawai. 

b. Studi Lapangan 
 

1.   Observasi 
 

Suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung ke lapangan 

untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, yaitu data 

tentang fungsi pengawasan melekat terhadap pegawai di Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Sumedang. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi 

berpartisipasi, yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari dengan 

pihak-pihak yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data dalam 

penelitian ini. 

2.   Wawancara 
 

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara atau 

tanya jawab secara langsung dengan informan yang ditentukan dalam 

penelitian ini. Adapun jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah 

wawancara terstruktur, diman apeneliti telah menyiapkan pedoman 

wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. 

3.   Dokumentasi



55  

 

 
 
 
 
 
 

Yaitu pengumpulan data dengan memperhatikan dokumen-dokumen, seperti 
 

:  tulisan,  literatur,  teori-teori,  gambar,  peraturan-peraturan,  kebijakan- 

kebijakan, dan lain-lain. 

4.   Triangulasi 
 

Yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

4.      Prosedur Pengolahan Data 
 

Untuk mengolah data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan 

pengolahan data yang ditempuh dengan mengacu kepada teknik analisis data Model 

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2005: 91). 

Adapun  prosedur  pengolahan  data  hasil  penelitian sesuai  dengan  teknik 

analisis data Model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut : 

1.    Data Reduction (Reduksi Data) 
 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, serta mencari tepat dan polanya. Dengan demikian, 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas mengenai 

masalah yang diteliti dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

 
 
 

2.    Data Display (Penyajian Data) 
 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara 

kategori dan yang sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.
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3.    Conclusion drawing/verification 
 

Yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai temuan baru yang berupa 

deskripsi atau gambaran dari obyek yang sebelumnya masih samar-samar atau 

gelap  sehingga  setelah  diteliti  menjadi  jelas.  Kesimpulan  atau  verifikasi 

tersebut dapat berupa hubungan kausalitas atau interaktif, hipotesis, dan teori. 
 
 
 
 
 
 

Data 
Collection 

 
 
 
 
 
 

Data 
Reduction 

Data 
Display

 
 
 
 
 

Conclusion 
Drawing/ 

Verification 
 
 

Gambar 3.2 
 

Komponen dalam Analisis Data 
 

Sumber: Sugiyono (2014: 92) 
 

E.    Lokasi dan Jadwal Penelitian 
 

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah 

yang digunakan adalah setting atau tempat penelitian. Tempat penelitiannya adalah 

Kantor Kecamtan Cisarua Kabupaten Sumedang. Waktu penelitian dilaksanakan
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pada tanggal 1 Januari 2020   sampai dengan bulan Agustus  2020 dengan jadwal 

penelitian pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2 
 

Jadwal Kegiatan Penelitian 2020 
 

 
 
No 

 
 
KEGIATAN 

 
Februari 

 
Maret 

 
April 

 
Mei 

 
Juni 

 
Juli 

 
Agustus 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Tahap 
Persiapan 

                           

Study 
Kepustakan 

     
     

Observasi 
Awal 

                         

Pengajuan 
Judul 

                           

Pembuatan 
Proposal 

                    

Seminar 
Proposal 

                            

 
 

2 

Tahap 
Penyusunan 

                         

Observasi                         

Wawancara                         
 

 
 
 

3 

Penyusunan 
Skripsi 

                   
    

Pengolahan 
Data 

                      

Analisis 
Data 

                      

4 Persiapan 
Sidang 

                            

5. Perbaikan 
Sidang 

                            

6 Publikasi                             
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BAB V 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan pembahasan mengenai pelaksanaan pengawasan melekat 

terhadap pegawai di Kecamatan Cisarua Kabupaten Sumedang, peneliti membuat 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan melekat di Kantor Kecamatan Cisarua 

Kabupaten Sumedang yang dilakukan oleh Camat Cisarua, pada 

prinsipnya  telah  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  ciri-ciri 

pengawasan melekat yang efektif, akan tetapi masih belum optimal. Hal 

ini dapat diketahui dari adanya ciri-ciri pengawasan melekat yang efektif 

yang belum sepenuhnya dilaksanakan, yaitu : 

a. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang 

diselenggarakan.  Ini  dibuktikan  dengan  adanya  kondisi  bahwa 

penyampaian informasi mengenai siapa yang akan melakukan pengawasan 

dan kegiatan apa yang  menjadi sasaran pengawasan belum sepenuhnya 

tersampaikan kepada seluruh unit kerja yang ada di organisasi tersebut. 

b.   Obyektivitas dalam melakukan pengawasan. Ini dibuktikan dengan adanya 

kondisi bahwa tidak adanya penetapan standar prestasi kerja pada setiap 

pekerjaan yang ada sehingga pengawasan yang dilakukan kurang obyektif. 

c.   Pengawasan mencari apa yang tidak beres. Ini dibuktikan dengan adanya 
 

kondisi   bahwa   fungsi  pelaksanaan  pengawasan   melekat   yang   telah 
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dilakukan   ternyata   tidak   dapat   menentukan   langsung   siapa   yang 

melakukan kesalahan. 

d.   Pengawasan harus bersifat  membimbing. Ini dibuktikan dengan adanya 

kondisi bahwa pimpinan kurang tegas dalam melakukan tindakan atau pun 

sanksi terhadap pegawai yang melakukan kesalahan, karena pimpinan 

memiliki sifat yang penuh pertimbangan. 

2. Terdapat  faktor-faktor  penghambat  yang  ditemui  dalam  pelaksanaan 

fungsi  pengawasan  melekat  di  Kantor Kecamatan  Cisarua  Kabupaten 

Sumedang, yaitu : 

a.   Pengawasan yang selama ini telah dilakukan belum terdapat penetapan 

prestasi kerja bagi karyawannya, sehingga ini dapat menyebabkan 

pengawasan yang dilakukan kurang optimal dan belum jelas 

obyektifitasnya. 

b.   Melemahnya pengawasan oleh atasan  langsung  masih  menjadi kendala 

pada pelaksanaan pengawasan di Kantor Kecamatan Cisarua dikarenakan 

dalam indikator yang kedua adanya budaya pakewuh yang mana pimpinan 

mempunyai rasa tidak enak hati pada saat menegur bawahannya ini dilihat 

dari pimpinan yang mempunyai sifat lemah lembut sehingga merasa tidak 

enak hati untuk menegur pegawai yang melakukan kesalahan. 

c.   Melemahnya sistem pengendalian manajemen masih menjadi kendala pada 

pelaksanaan pengawasan di Kantor Kecamatan Cisarua dikarenakan dalam 

indikator  yang  kedua  kesungguhan  dan  kualitas  pegawai  masih  perlu
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ditingkatkan    agar    menunjang    keberhasilan    proses    pelaksananan 

pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan. 

3. Upaya-Upaya  dalam  mengatasi  faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan 

pengawasan  melekat  di  Kantor  Kecamatan  Cisarua  Kabupaten 

Sumedang, antara lain : 

a. Memperbaiki faktor internal dalam organisasi sudah dilaksanakan namun 

masih belum optimal seperti pada indikator yang pertama yaitu melakukan 

pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam beberapa bulan sekali 

sehingga bisa diefektifkan dengan mempersingkat rentan waktu pelaksanaan 

kegiatan pendidikan dan pelatihan agar dapat meningkatkan kualitas kinerja 

pegawai sehingga dapat menunjang keberhasilan daripada proses 

pengawasan. 

b. Penataan struktur organisasi di  Kecamatan Cisarua sudah dilakukan dan 

menempatkan pegawai sesuai kompetensinya masing-masing namun 

penataan sistem kerja yang masih belum optimal sehingga diperlukan 

penataan  sistem  kerja  beserta  alur  daripada  organisasi  itu  dilaksanakan 

sesuai tufoksi masing-masing  sehingga pelaksanaan pengawasan  melekat 

menjadi lebih efektif karena adananya pembagian tugas. 

c. Memberikan pemahan terhadap tujuan yang akan dicapai oleh organisasi 

tidak hanya di dalam visi & misi melainkan diperlukan adanya pemahaman- 

pemahaman secara langsung kepada para pegawai terkait tujuan dari 

Kecamatan Cisarua, karena tidak menutup kemungkinan masih ada pegawai 

yang belum memahami betul dari tujuan organisasi, sehingga apabila semua
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elemen daripada organisasi sudah memahami betul tujuan yang akan dicapai 

oleh organisasi maka akan menunjang keberhasilan dari proses pelaksanaan 

pengawasan melekat. 

B. Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti kemukakan, selanjutnya peneliti 

mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut 

oleh  Camat  Cisarua  Kabupaten  Sumedang,  saran-saran  tersebut  antara  lain 

sebagai berikut : 

1. Dalam  upaya  mengoptimalkan  pelaksanaan  fungsi  pengawasan  melekat 

tehadap pegawai, maka Camat Cisarua Kabupaten Sumedang    perlu 

memperhatikan ciri-ciri pengawasan melekat yang efektif serta 

mengaplikasikannya dengan sungguh-sungguh agar apa yang menjadi tujuan 

organisasi dapat tercapai dengan baik. 

2. Dalam   upaya   meminimalisir   hambatan-hambatan   yang   ditemui   dalam 

pelaksanaan fungsi pengawasan melekat terhadap pegawai, maka Camat 

Cisarua Kabupaten Sumedang perlu melaksanakan upaya-upaya yang telah 

dirumuskan tersebut di atas secara konsisten untuk mengatasi hambatan- 

hambatan yang terjadi. 

3. Dalam  meningkatkan  komunikasi  yang  baik,  sebaiknya  pimpinan  perlu 

melakukan pendekatan-pendekatan seperti mengadakan kegiatan pertemuan, 

ataupun  diskusi umum terhadap  para  bawahannya  agar  komunikasi dapat 

terjalin dengan baik. 
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4. Pemerintah sebaiknya menetapkan indikator-indikator atau ukuran mengenai 

fungsi pengawasan melekat yang dilakukan oleh Camat kepada Bawahannya, 

agar pengawasa melekat yang dilakukan dapat lebih terstruktur, sistematis, 

dan obyektif. 
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